LEMBARAN DAFRAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIHUNJUNG
NOMOR URUT 14 TAHUN 2006
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 14

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG
PAJAK HIBURAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO/SITUNJUNG,

Menimbang : a bahwa schubungan dengan telah ditetapkannya
Undang-Undang Nomor 34 1shun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, perlu untuk
menyesuaikan kembali semua Peraturan Daecrah
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b.  bahwa tarif Pajak Hiburan yang diatur dengan
Peratwan Daerah Nomor 15 Tahum 1998, sudah tidak
sesuai lagl dengan situasi dan kondisi saat ini, maka
perlu diatur kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud hursf a dan b di atas, peru ditetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung
tentang Pajak Hiburan;



Mengingat

Lid

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 ientang
Pembentiukan Daerah - Otonom Kabupaten dalam
lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomer 25):;

Undang-Undang Nomor & Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana {Lembaran Negara Talun 1931 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Nomeor 3209);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyeleszian Sengketa Pajak  (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3684);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran negara Tahum
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685) sebagaimana telal diubah dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
‘Tahun 2600 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Nomeor 4048);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Eembaran
negara Tahun 1997 Nomoer 42, Tambahan 1.embaran
Negara Nomor 3686);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya Kabupaten
Sclok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di
Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4348);

Undang-Undang Nomor 10 Tzhun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-TTndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara WNomor
4437);



Menetankan
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaren Negara Tatmn 2004
Yomor 126, Tambahzp Lembaran Negara Nomor
4438) :

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1081
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara
Nomer 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Perubzhan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
IT  Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat |1
Sawm’;!unm!Siﬁmjung dan Kabupaten Daerah Tingkat
I Solok (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50}

Peraturan Pemerintah Nomar 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerak (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 41 38);
Peraturan Dacrah Kabupaten Sawahfunto/ Shjunjung
Nomor 3 Takun 2000 fentang Penyidik Pegawaj
Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahin 2000 Nomor
45,

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWA}:HJUNTDISIJUNMG

dan

BUPATI SAWAHLUNTO/SLIUNJU NG,

MEMUTLUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN



BAR I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

[
'

o

~No

10.

11

13,

Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;

Pemerintah Daerah adalzh Bupati dan Perangkat Daerah sehagal unsur
penyelenggara pemerintahan daerah:

Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung;

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku;
Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan iainnya, badan usaha milik negara, atau
daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma,
kongsi, koperasi, yayasan atau Organisasi yang sejemis, lembaga, dana
pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;

Kas Daerah adalah Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat Cabang Sijunjung;
Pajak Daerah adalah iuman wajlb yang dilakukan oleh orzng pribadi atas
badan Kepala Daerah tanpa imbalan lamgsung yang seimbang yang dapat
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang beriaky yang
digunakan untuk membiayal penyelengearaan Pemerintahan Daerah dan
pembagunan Daerah;

Hiburan adalak  semua jenis pertunjukkan permainan, permainan
ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang
ditoriton atau dinikmati oleh setiap orang dengan pungutan bayaran tidak
termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga;

Pajak Hiburan selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelengparaan
hiburan; .

Penyelenggara  Hiburan  adalah perorangan  atau  Badan  vyang
menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendini atay untuk
dan atas nama pihak lain yang mienjadi tanggungjawabnya;

Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu
htburan untuk mekihat dan atan mendengar atau menikmatinya atay
menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali
peayelenggara, karyawan  artis “dan petugas yang menghadiri uptuk
malakukan tugas pengawasan;

- Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam

bentuk apapun yang dapat digunakan untukmenonton, menggunakan atay
memkmati hiburan;

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan Pajak
Daerah;



14,

I5.

16,

17

18.

19

20.

21.

o3

23,

25

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan
peraturan  perundang-undangan perpajakan  Daerah diwajibkan untuk
melaksanakan pembayaran pajak yang terhutang termasuk pemungutan
aiau pemotong pajak tertent; . :

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka wakty
penyclenggaraan hiburan:

Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atan dalam bagian tahun pajak
menurt ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dacrah:
Pemungutan adalah suaty rangkaian kegiatan mulai dari penghtmpunan data
objek dan suhjek pajak penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai
kegiatan penagihan pajak  kepada wajib pajak serta pengawasan
penyetorannya ;

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang disingkat SPTPD adalah surat
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atan harta
dan  kewajiban, menurut * ketentuan peraturan  perundang-undangan
perpajakan Daerah; .

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD adalah Surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya mmiah pokok pajak;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat
SKPDKB adalah surat keketapan pajak yamg menentukan besarnya umiah
pokok pajak, jumlah kredit pajak besarnya sanksi administrasi dan jumiah
yang masth harus dibayar;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat
disingkat SKPDKBT adalzh surat ketetapan pajak vang menentukan
tambahan atas jumlah pasak vang telah ditetapkan;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak kerena jumiah kredit pajak lebih besar daripada pajak
yang terhutang atau tdak seharusnya terhutang;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN adatak
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atair pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit
pajak;

- Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang

digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atan penyetoran
pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan
oleh Kepala Daerah: '

Surat Tagihan Pajak Daerah selanjutnya disingkat STPD adalah Surat
untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan
denda;



- Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan untuk keberatan
terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, ataii terhadap pedoman
atay permungutan oleh Pilak Ketiga vang diajukan oleh wajib pajak:

. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengkets Pajak atas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan vang diajukan oleh wajib
pajak:

. Pemeniksaan  adalah serangkaian kegatan  untuk  mencari,
mengumpulkandan mengolah data dan atan keterangan lainnya dalam
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan perpajakan daerah berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah:

. Penyidik tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpuikan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Perpajakan
Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB I
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak sebagai pembayaran atas

penyetenggaraan hiburan dengan memungut bayaran; '

Objek Pajak adalah penyelengearaan Hiburan dengan dipungut bayaran;

Objek pajak scbagaimana dimaksud pada ayat {2) antara lain:

pertunjukkan film;

periunjukan kesenian dan sejenisnya;

Pemancingan;

Bilyar:

pertandingan olahraga;

Objek wisata;

Kolam renang;

Permainan atau ketangkasan:

Rental atau menyewakan kaset video, LD, VCD,DVD MP3 dan

sejenisnya;

3. Usaha kebugaran jasmani.

Dikecuatikan dart objek pajak scbagaimana dimaksud dalam ayat {10

adalah penvelenggaraan hiburan vang dipungut bayaran, seperti -

a. Fasilitas olahraga dan hiburan yang dipergunakan oleh tamu notel; dan

b. Hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahanupacara adat,
kegiatan keagamaan.
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Paszi 3

(1) Subjek Paizk adalsh orang pribadi aiau badan ¥ang menonion dan atay
menikmati hiburar;

(2} Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelengzarakan
niburan.

. BAB I
DASAR PENGENAAN TARIFDAN CADA
PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 4

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atan yang seharusnya dibayar
uniuk menonton dan atay menikmati hiburan;

Pasal 5
Besar tarif Pajak adalah -
a. Pertunjukkan Film - -
Tanf
5T Bioskon 20%
LZ. Layar Tancap _ 11i%%
b Perunjukan atau hiburan lain - _
I ' I T_Tﬁ_T =
L ; - _ Ji 8t ]
1. Kesenian seperti show, kreasi dan sejenisnya
yang disclenggaraken ditempat terbuka atau 15%
§ iertutup ]
' 2. Bilyard ) 15% _
5. Permainaz xetangkasan dan scjenisnya 16% B
| 4. Pertandingan Olahraga 10%
5. Objek wisata dan taman rekreas; _ 20%
| 6. Objek wisata konserfasi alam | 0%
| 7. Kolam renang . 1 10% |
8. Rental atau penyewaan kaset Video, LD, LCD, 10%
| VCD, MP3 dan scjcnisnya L
' 9. Pemancingan 10%
| 10. Usaha Kebugaran Jasmani 0%
11. Pasar malam - 15%
12. Sirkiss 10%




Pasala

Besarnya pajak terhutang dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 4. -

BABRIV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7-

-

Pajakyang terhutang dipungut di Daerah tempat hiburan diselenggarakan;

: BABY
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERHUTANG

Pasal §

Masa Pajak adalah jangka waktu tedentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati
sebagai dasar untukmenghitung besa ya pajak terhutang;

Pasal9

Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali bila
wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tzhun takwim.

Pasal 10

Saat pajak terhutang adalah pada saat penyelencgaraan dan atau pembayaran
hiburan.

BAB VI
SURATPEMBERITAHUAN PAJAK DAERAE

Pasal 11

(1} Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD,

{Z) SPTPD secbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar
dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;

{3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada
Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa
pajak;



)

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati;

BABVH
PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terhutang berdasarkan
ketentuan perundang-undangan perpajakan Daerah tanpa menggantungkan pada
adanya surat ketetapan pajak;

(1)

(2)

Pasal 13

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutang pajak, Bupati

dapat menerhitkan:
a.  SKPDKB dalam hal- _
tj apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau weterangan lain,pajak
yang terhutang tidakatau kurang bayar:

2) apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam
jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;

5} apabila kewajiban mengisi SPTPD sidak dipenuhi pajak yang
terhutang dihitunig secara jabatan:

b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data vaig semula
velum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak
terhutang,

¢. SKPDN apabila jumlah pajakyang terhutang sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak tevhutang dan tidak ada kredit
pajak;

Jumlah kekurangan pajak yang terhstang dalam SKPDKB sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan 2 dikenakansanksi administrasi

berupa bunga 2% (dua perseratus) sebulan dari pajak ‘yang kurang atau
ierlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat)
bulan dihitung sejak saat teshutang pajak;

Jumlah kekurangan pajakyang terhutang dalam SKPDKBT sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa

kenaikan sebesar 100%, (seratus perseratus);

Kenaikan sebagaimana dimaksud paca ayal (3) tidak dikesakan apabila

wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan;

Jumlah pajak yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a angka 3 dikenzkan sanksi administrasi berupa kenaikan

sebesar 25% {(dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung



(M

(2)

(3)

(1)

(2

(1)

dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh emipat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;

Paszl 14

Bupati menerbitkan STPD apabila;

a. Pajak daiam tahun berjalan tidak aiau kurang dibayar;

b. Dari hasil penclitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran pajak
sebagat akibat salah tulis dan atau salah kitung;

¢ Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau
denda.

Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam STPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan hurf b, ditambah dengan sanksi

administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk

paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terhutangnya pajak;

Pajak yang terhutang memrut SKPDKB dan SKPDKBT yang tidak atau

kurang dibayar setelah jaiuh tempo pembayaran dikenakan sanksi

administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, ditagih dengan

STPD.

BAB Vil
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Paszl 15

Pajak yang ierhutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKRBT, STPD, Sural
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding
yang tidak aiau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat
ditagih dengan Surat Palksa: .

Penagihan Pajak dengan surai paksa dilaksanakan berdasarkan Perundang
undangan yang berlaku.

BAB IX
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 16

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat
vang ditunjuk atas suatu

a. SKPDKB;

b. SKPDKBT:
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(3)
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(6)

(1)
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(3

¢. SKPDLBE;

d. SKPDN;

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan
yarg jelas;

Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak sccara
jabatan, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketctapan
pajak tersebut:

Keberatan harus digjukan dalam jangka wakuy paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau tanggal pemungutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali wajib  pajak dapat
menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan
dituar kekuasaannya:

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingea tidak
dipertimhangkan;

Pengajuan keberatan tidak menunda kewsjiban membayar pajak dan
penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Badan Penyelesaian
Sengkets Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan vang ditetapkan
oleh Bupati; :

Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara termulis dalam
bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 {tiga)
bulan sejak keputusan diterima dilampini salinan dari surat keputusan

- tersebut;

Pengajuan  banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan
pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 18

Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan miembayar pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 2 % {dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.



BAB X
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENCERANGAN SANKSI ADMINISTRAS!

Pasal 19

{1) Bupati Karena jabatan atan atas permohonan wajtb pajak dapat
membetulkan SKPDKR 2atau SKPDKRBT ataz STPD yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau
kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan

*  Daerah;

(2) Bupati dapat;

a. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga,
denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kekilafan wajib pajak atan bukan karena
kesalahannya;

b.  Mengurangkan atau mebatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

{3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan atan
pembatalan keietapan pajak sebagaimana dimaksud pada avat (2) diatur
dengan Peraturan Bupati

BAB X1
PENGEMBALIAN KELERIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 20

(1} Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati;

(Z) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembavaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilampaui. Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus
diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu} bulan;

{4) Apebila wajib pajak mempunyai uang pajak lainnya kelebihannya
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsmg
diperhitungkan untuk melysasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud,

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling
tama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLE: -



(6)

(D

2
(33

(1)
()

(1)

(2}

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat
wakiu 2 {dua} bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan
imbalan bunga sebesar 2 % {dua persen) sehulan atas keterfambatan
pembayaran kelebthan pembayaran pajak.

Pazal 21

Permochonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan secara
tertulis oleh wajib pajak kepada Bupat sekurang-kurangnnya dengan
menyebutkan:

a. Nama dan alamat wajib pajak;

b. Masa pajak;

. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;

d.  Alasan yang jelas. g
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikana
secara langsung atau melalui pos tercatat:

Bukti penerimaas oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat
merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupatj.

Pasal 22

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan menerbitkan
surai perintah membayar kelebihan pajak:

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungakn dengan hutang pajak
lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4}, pembayarannya
dilakukan dengan cara pemindahbuluian dan bukti pemindahbukuan juga
berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XM
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 23

Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampui jangka

wakiu 5 {lima) fahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, Lkecupali

apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;

Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangeuh

apabila -

8. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau:

b, Ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupn
tidak langsung.



BAB XIT1
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 24

(1) Wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu wajib menyelenggaran
pembukuan;

(2) Kriteria wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) dan tata cara
pembukuan diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 25

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji  kepatuhan
pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dalam rangka melaksamakan
Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah;

(2) Wajib pajak yang diperiksa wajib:

2. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan
objek pajak vang terhutang;

b. Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruamg yang
dianggap perly dan memben bantizan guna kelancaran pemeriksaan;

¢. Memberikan keterangan yang diperlukan,

(3) Tata cara pemeriksaan pajak diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

BABXIV
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 26

(1} Setiap pejzbat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak
berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh
wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaznnya untuk menjalankan
peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah, kecuali sebagai saksi
atay saksi zhli dalam sidang pengadilan;

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaky juga terhadap zhli-
ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan
peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah, kecuali schagai saksi
atau saksi zhli dalam sidang pengadilan:

(3} Untuk Kepeniingan Daerah Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada
pejabat scbagaimana dimaksud ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli
sebagaimana + dimaksud ayat (2) supaya memberi keterangan,
memperlihatkan bukti tertulis dan atau teatang wajib pajak kepada pihak
yang ditunjukaya |



(4) Untuk kepentingan pemeriksaaan di pengadilan dalam perkara pidana atau
perdata atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan
hukum zcara perdata, Bupati dapat membes izin tertulls untuk meminta
kepada pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1} dan tenaga ahli
sebagaimana dimaksud ayat (2} bukti tertulis dan keterangan wajib pajak
yang ada padanya:

(5) Permintazn hakim sehagaimana dimaksud Pada ayat (4) harus
menyebutkan nama terdakwa atan pama tergugat, kaemngau-kﬂtera.ﬂgan
yang diminta serta kaitan perkara pidana atau perdata yang bersangkutan
dengan keterangan yang diminta tersebut,

BABXV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

(1} Pejabat Pegawai Negeni Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Dacrah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana dj bidang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam
UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

(2} Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat {1} adalah-

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan moneliti keterangan atau
laporan berkenaan di bidang pajak daerzh agar keteranpan atay laporan
tersebut menjadi lengkap dan jelas:

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana pajak daerah:

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang pajak daerah:

d. Memeriksa buku-bukn, catatan-catatan dan dokumen-dolkumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang pajak daerah;

€. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukg tersebut;

f Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindzk pidana dibidang pajak daerzh:

8 Menyuruh berhenti dan  atan melarang  seseorang meninggalkan
fuangan atau temnpat pada saat pemesiksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen vang dibawa
sebagaimana yang dimaksud huruf e;

h. Memotret scseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi
daerah;



1. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

J- Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yamg perdu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum vang dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan
dimulainya penyidikan dibawah koordinasi Polri dan menyampatkan hasil
penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan vang diatur
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BABXVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

(1) Wajib Pajak vyang tidak  melaksanakan kewajibannya  sehingea
merugikan keuvangan Daerak diancam pidana kurungan paling iama 3 (tiga)
bulan kurungan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi
terhutang; -

{2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana
pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Sawahlunto/Sijunjung Nomor 15 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 30

Hal-bal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akaa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah  ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 20 Nopember 2006

BUPATI SAWAHLUNTO/SLJ UNJUNG,
Dto

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Stjunjung
pada tanggal 1 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH,
Dio
Drs. BAKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SHTUNJUNG
TAHUN 2006 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

Nip. 418012773 -



PENIELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLU‘HITG{SIE,J_ UNJUNG
NOMOR 14 TAHUN 2006
TENTANG
PAJTAK HIBURAN
[ PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tzhun 2001 tentang Pajak Daerah, , maka dalam
rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah yang niyata, dinamis, serasi dan
bertanggungjawab serta meningkatkan fungsi pelayanman . perkembangan
perekonomian masyarakat diperlukan adanya usaha-usaha untuk menggali
dan mengintensifkan sumber-sumber Pendapatan Aslh Daersh Untuk ity
perfu  dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sawahlunto/SHunjunz Nomor 15 Tzhun 1008 tentang Papk Hibuman
dengan suatu Peraturan Dearah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal |

Cukup jelas
Pasal 2

Cukaip jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup:jelas
Pasal 7

Cukup jelas



Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 1!

Culaip jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal i

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup elasg
Pasal 20

Cukup jelas
Pasai 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasai 24

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cakupielas
Pasal 28

Cukup jelas



Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 30
Cuokup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
SAWAHLUNTO/SIZUNJUNG NOMOR 14
- < b :;“;'J{.‘_ﬁ' A a
3 i ¥
¥ e 5
iv
i £y f‘ * -?_‘“
; B ot :



